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KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENGADAAhI BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI fJULAWESI UTARA

NOMOR : O5O/Ro.PB.I/'533

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETAR]AT DAERAH PROVINSI SUI.AWESI
UTARA

KEPAI.A BIRO PENGADAAN BARqNG DAN JASA,

Menimbang : a. bahwa sebagaimana diirmanatkan dalam Pasal 22

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2OL2 tentang
Pelaksanaan Undang-Un<lang Nomor 25 Tahun 2OO9

tentang Pelayanan Publik, guna mewujudkan kepastian
hak dan kewqjiban berbagai pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelaya,nan, setiap penyelenggara
pelayanan publik wqjib menyusun, menetapkan dan
menerapkan standar pelayaltan;

b. bahwa berdasarkan pertinrbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perltr menetapkan Keputusan Kepala
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain
Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Pu blik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah st:bagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tetrtang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor' 30 Tahun 2OL4 tentang
Administrasi Pemerintahem ;

6. Peraturan Pemerintah l{omor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Urrdang Nomor 25 Tahun 2OO9

tentang Pelayanan Publik,;
7. Peraturan Pemerintah lilomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemr:rintah Nomor 72 Tahun 2Ol9
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2OL6 tentang Peretngkat Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor t2 Tahun 2O2l tentang
perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018



Menetapkan
KESATU

tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
9. Peraturan Menteri Pendayiegunaal Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Stalrdar Pelayanan;

10. Peraturan Kepala kmbaga Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tanun 2O2l terlLtang Unit Kerl'a
Pengadaan Barang/Jasa;

11. Peraturan Daera-h Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Pro.rrinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan Peraturan Daerah Pro.'rinsi Sulawesi Utara
Nomor 7 Tahun 2018 tentrng Perubahan Atas peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara;

12. Peraturan Gubernur Sulalvesi Utara Nomor 45 Tahun
2019 tentang Kedudukan, {iusunan Organisasi, T\rgas dan
Fungsi serta Tata Ke{a Seiiretariat Daerah provinsi Tipe A
Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara
Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas peraturan
Gubernur Sulawesi Utara l{omor 45 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Keqia Sekretariat Da,:rah Provinsi Tipe A provinsi
Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN:

DitetapkandiManado
pada ta-nggal26Ju[ 2

KEPALA BI GADAAN
DAN JASA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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Standar Pelayanan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
Ruang lingkup Standar Pelayan an pada Biro Pengadaan Barang
dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
merupakan pelayanan administratif yang meliputi layanan
Informasi Publik, Rekomendasi dan Kebijakan Teknis serta
layanan Pengaduan.
Dalam rangka melaksanakan Standar Pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum I<ESATU, perlu menetapkan
Maklumat Pelayanan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
9. Peraturan Menteri Pendaya;gunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2Ol4 tentang Pedoman Stan,lar Pelayanan;

10. Peraturan Kepala lemba;ga Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2O2l tentang Unit Keq'a
Pengadaan Barang/ Jasa;

11. Peraturan Daerah Provinsi Iiulawesi Utara Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukren dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Sulawesi Ulara sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nomor 7 Tahun 2OL8 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara;

12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 45 Tahun
2Ol9 tentang Kedudukan, liusunan Organisasi, T\rgas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sel<retariat Daerah Provinsi Tipe A
Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan Peratursur Gubernur Sulawesi Utara
Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Sulawesi Utara Nomor 45 Tahun 2Ol9 tentang
Kedudukan, Susunan Orgmisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Tipe A Provinsi
Sulawesi Utara;

MEMUTUSI(AN:

Standar Pelayanan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
Ruang lingkup Standar Pelayanan pada Biro Pengadaan Barang
dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
merupakan pelayanan administratif yang meliputi layanan
Informasi Publik, Rekomendasi dan Kebijakan Teknis serta
Layanan Pengaduan.
Dalam rangka melaksanakan Standar Pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU, perlu menetapkan
Maklumat Pelayanan yarrg merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan i:ni.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DitefttpkandiManado
pada tangsalZ8.ruh 2
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DAN JASA
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Pembinaan SDM p
2 Kepala Bagran

Pembinaan dan
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3

Kepala Biro Pengadaan
Barang/Jasa
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LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEI,IGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVII{SI SULAWESI UTARA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

br f Ro,PPl /531
zP Juti 2022

PENETAPAN S]'ANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN
BIRO PENGADI\AN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI
UTARA

A. PENDAHULUAN
Biro Pengadaan Barang dan Jasa merupakan Perangkat Daerah di
lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi ilulawesi Utara yang bentuk
berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 45'['ahun 2019 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Tipe A Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu unsur pelaksana
penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 3
Tahun 2020, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Utara mempunyai tugas melaksanalian fungsi pendukung di bidang
perumusan kebijakan strategis organisasi.

B. STANDAR PELAYANAN
1. Jenis Pelayanan : Registrasi dan Verilikasi Penyedia Pengadaan

Barang dan Jasa
KOMPONEN SERVICE DELIVERY

No. Komponen Uraian
1 Persyaratan

Pelayanan
Pengguna layanan datang dan membawa persyaratan
yang dibutuhkan, antara lain : formulir
keikutsertaan, formulir pendaftaran, KTP Direktur,
NPWP Perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB),
Akta Pendirian/ Perub ahan

2 Sistem, mekanisme
dan prosedur



3. Pemohor mengisi formulir data

penyediril dan formulir

keikutseftaan

4. Pemohon mempersiapkan dokumen sebagai

persyaratan penyedia baru

Keterangan :

1. Pemohon data:eg ke LPSE Prov. Sulut untuk
mengecek persl'aratan pendaftaran penyedia;

2. Pemohon meler':.gkapi persyaratan;
3. Petugas memverifikasi dokumen pemohon;
4. Verifikator menyetujui atau menolak permohonan

pendaftaran penyedia.

Media Informasi Ptrblik :

- Melalui Aplikasi Helpdesk Support
- Datang langsur:Lg :

Datang langsung ke Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPliE) Prov. Sulut, dengan alamat
Biro Pengadaern Barang dan Jasa Sekretariat
Daerah Provinsii Sulawesi Utara Jl. 17 Agustus
No.69 Manado, Sulawesi Utara, 98117.

5. Pemoh<ln datang ke LPSE Prov. Sulut

6. Verifikator melakukan verifikasi dan validasi
permohonan penyedia

7. Verifikator menyetujui atau menolak
perm<lhona n pendaftaran penyedia

J Jangka Waktu
Penyelesaian

Waktu penyelesaian registrasi dan verifikasi penyedia
dilaksanakan + 10 menit sejak dokumen diterima
oleh Tim LPSE Prov. Suiut

Biaya/tarif Pelayanan yang dilaksanakan oleh LPSE Prov. Sulut
tidak dikenakan biirya (gratis)

4.



masuk Padanyedia untukPassrvord PeUsername dan

website LPSE Prov liulut/AP likasi SPSEProduk LaYanan5

Kotak Saran
Email : lrelpdesk'silu(@smail'com
WhatsaPP : ()89512729577

LPSE Prov. SulutDatang LangsunSi kePenanganan
Pengaduan, saran
dan masukan

6

KOMPONEN MANUFACTURING
UraianNo. Komponen

1 Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2Ol

Keterbukaan Infcrrmasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang

Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6l Tahun 2OlO

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2O08 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nornor 15 Tahun 2Ol4 tentang
Pedoman Standa.r Pelayanan;

- Peraturan Daera.h Provinsi Sulawesi Utara Nomor
7 Tahun 2018 te'ntang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

- Peraturan Gube:rnur Sulawesi Utara Nomor 45
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugers dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Tipe A Provinsi Sulawesi Utara
sebagaimana tr:lah diubah terakhir dengan
Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 3
Tahun 2O2O ter tang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Sulau'esi Utara Nomor 45 Tahun 2079
tentang Kedudulcan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

8 tentang



Provinsi US1 tara.weSulaATipe

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

menyediakan ruanfl layanan berupa ruang Desk

Layanan Informasi t\rblik, yang dilengkapi Komputer

dengan akses internet, printer, kursi, meja tamu,

Formulir Permintaan Informasi, Formuiir Tanda

Bukti Penerimaan [nformasi, Formulir Tanda Bukti
InformasL dan Daftar Informasi Publik

informasi Publik,Dalam memberika.:r layanan

Peyerahan

Sarana Prasarana
dan/atau Fasilitas

2

Petugas layanan informasi Pu
kompetensi sesuai Sitandarisasi Pengelolaan Layanan

Informasi Fublik

blik memiliki3 Kompetensi
Pelaksana

Atasan PPID Pembztntu yaitu Kepala Biro Pengadaan

Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Utara

4 Pengawasan
Internal

2 (dua) orangJumlah Pelaksana
Kerahasiaan data pt:mohon6 Jaminan

Pelayanan
Keamanan dan Kest:lamatan pelayanan7 Jaminan

keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Evaluasi dilakukarr oleh Kepala Biro Pengadaan

Barang dan Jaser Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Utara setitrp triwulan

8 Evaluasi
Pelaksana

Kinerja

2. Jenis Pelayanan : Penanganan LPSE Support
KOMPONEN SERVICE DELIVERY

No. Komponen Uraian

1 Persyaratan
Pelayanan

Pengguna iayanan menyampaikan permasalahan
yang dihadapi pada LPSE Support

2 Sistem,
mekanisme
prosedur

dan
1. Pemohon mengirimkan permasalahan

melalui alllikasi LPSE Support untuk
berkonsultesi atas permasalahan yang

dihadapi

2. Menerima tiket permasalahan dari
pengguna SPSE dan melihat permasalahan

dari pemohon apakah bisa ditanganioleh
Helpdesk LPSE Sulut atau akan diteruskan

ke Helodesk LKPP

5.



3. Menganalisa dan mencari solusi

penyelesaian permasalahan dan

menyelesaikan masalah yang ada

4. Membalas tiket berisi pemberitahuan

bahwa permasalahan telah diselesaikan

5. Menganalisa penyelesaian permasalahan

dan menutup tiket jika permasalahan

telah selesai

Keterangan :

1. Pemohon yang mengalami permasalahan
mengirimkan tik.et pada aplikasi LPSE Support;

2. Petugas memprc)ses permasalahan yang
dihadapi pemohcn;

3. Petugas memberikan informasi jawaban kepada
pemohon.

Media Informasi :

1. Melalui aplikasi LPSE Support
2. Datang Langsur..g

Datang langsung ke Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE) Prov. Sulut, dengan alamat
Biro PengadaarL Barang dan Jasa Sekretariat
Daerah Provinsi Sulawesi Utara Jl. 17 Agustus
No.69 Manado, iSulawesi Utara, 98117.

3 Jangka Waktu
Penyelesaian

Permasalahan yang ditangani oleh Heipdesk
Sulut t thari;
Permasalahan yang diteruskan ke Helpdesk
LKPP t 5x24 jarn dikarenakan dikerjakan sesuai
tiket antrian LKPP

4 Biayaltartf Pelayanan yang dile&sanakan oleh LPSE Prov. Sulut
tidak dikenakan biaya (gratis)

5 Produk Layanan Permasalahan yan5i dihadapi oleh pengguna dapat
diselesaikan oleh Hr:lpdesk Sulut dan Helpdesk LKPP
melalui fitur LPSE Slupport pada website LPSE Sulut



6 Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukan

Datang Langsung ke LPSE Prov. Sulut
Kotak Saran
Email l: elpdesk.silu (Egmatl,com
Whatsapp : C895 L2729577

KOMPONEN MANUFACTURING

No. Komponen Uraian
- Undang-Undang Irlomor 14 Tahun 2O1B tentang

Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Irlomor 25 Tahun 2OO9 tentang

Pelayanan Publik;
- Undang-Undang I'tromor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemer:Lntah Nomor 6I Tahun 2OlO

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 te ntang Keterbukaan Informasi
Fublik;

- Peraturan Ment,:ri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nontor 15 Tahun 2OI4 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

- Peraturan Mente:ri Dalam Negeri Nomor 99

Tahun2O18 tentarrg Pembinaan dan Pengendalian

Penataan Perangkat Daerah;
- Peraturan Daeral:. Provinsi Sulawesi Utara Nomor

7 Tahun 2018 tetrtang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 45

Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugets dan Fungsi Serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah Tipe A Provinsi Sulawesi Utara

sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 3
Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan

Gubernur Sulawt:si Utara Nomor 45 Tahun 2Ol9

tentang Kedudul:an, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi Sert.ir Tata Kerja Sekretariat Daerah

Tipe A Provinsi Sulawesi Utara'

1 Dasar Hukum

1. Ruang tamu dilengkaPi dengan fasilitas AC, kursi
dan meja tamu;

Sarana Prasarana
dan/atau Fasilitas

2.



2. Komputer dengan akses internet;
3. Printer;

3 Kompetensi
Pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan terkait tugas
pokok dan fungs;i Biro Pengadaan Barang dan
Jasa khususnya Kelembagaan Perangkat Daerah
Provinsi;

2. SDM yang memiliki keterampilan daiam mengolah

data dan infornrasi yang telah dilatih untuk
menyampaikan informasi kepada pihak yang
memerlukan.

4 Pengawasan
Internal

Atasan PPID Pemba:rtu yaitu Kepala Biro Pengadaan

Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Utara

Jumlah Pelaksana 4 (empat) orang
6 Jaminan

Pelayanan
Informasi diberikan dengan cepat, tepat dan lengkap
serta dapat dipertan ggungj awabkan.

7 Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Informasi dijamin kt:absahannya

Evaluasi dilakukar: oleh Kepala Biro Pengadaan

Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Utara setietp triwulan.

8 Evaluasi
Pelaksana

Kinerja

3. Jenis Pelayanan : Pembuatan User ID PA/KPA di Aplikasi SIRUP
KOMPONEN SERVICE DELIVERY

UraianNo. Komponen

1 Persyaratan
Pelayanan

2 Sistem,
mekanisme
prosedur

dan

Pengguna layanian datang dan membawa
persyaratan yang <libutuhkan, antara lain : surat
permohonan pembuatan user ID PA/KPA dan SK

PA/ KPA

1, Penrohon (SKPD) menyiapkan

dokumen

2. Pemohon datang di LPSE Prov. Sulut dan

menyamparl<an permohonan pembuatan user

ID PA/KPA

5.



3, Petugas LPSE Prov'

permohonan kePada

pembuatan uset'ID

surat

untuk
Sulut
admin

menyerahkan
PPE SIRUP

4. Admin l)PE SIRUP membuat user ID

PA/KPA

Keterangan:
1. Pemohon (SKPI-I) datang langsung ke LPSE Prov.

Sulut dan menyampaikan surat permohonan;
2. Petugas mel.:rproses surat permohonan

pembuatan use:: ID PA/KPA;
3. Petugas memberikan informasi jawaban kepada

pemohon.

Media Informasi :

Datang Langsung
Datang langsung ke LPSE Prov. Sulut, dengan
alamat Biro Pengad.aan Barang dan Jasa Sekretariat
Daerah Provinsi fiulawesi Utara Jl. 17 Agustus
No.69 Manado, Sul.rtwesi Utara, 981L7.

I

3 Jangka Waktu
Penyelesaian

Waktu yang dibutu.:rkan pembuatan user ID PA/KPA
15-2O menit

4 Biaya/tarif Pelayanan yang dilzrksanakan oleh LPSE Prov. Sulut
tidak dikenakan biaya (gratis)

5 Produk Layanan Diterbitkannya user ID dan password PA/KPA
t daerah

6 Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukan

Datang Langsungl ke LPSE Prov. Sulut
Kotak Saran

Whatsapp : 089512729577
helpdesk.silu t@gmail.comEmail

KOMPONEN MANUFACTURING

No. Komponen Uraian
Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang

Keterbukaan Infcrrmasi Publik;
1.



- Undang-Undang l,lomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik;

- Undang-Undang I'lomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6l Tahun 2OlO

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Fublik;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2018 tentang l)embinaan dan Pengendalian

Penataan Perangkat Daerah;
- Peraturan Ment,:ri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nontor 15 Tahun 2Ol4 tentang
Pedoman Standar PelaYanan;

- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor

7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Provinsi iiulawesi Utara Nomor 4 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 45

Tahun 2019 1.,:ntang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Sekretariat Daereth Tipe A Provinsi Sulawesi Utara

sebagaimana teLah diubah terakhir dengan

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 3

Tahun 2O2O tenr-ang Perubahan Atas Peraturan

Gubernur Sulawe,si Utara Nomor 45 Tahun 2Ol9

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi Serttr Tata Kerja Sekretariat Daerah

Tipe A Provinsi Sulawesi Utara.
1. Ruang tamu dilengkaPi dengan fasilitas AC, kursi

dan meja tamu;
2. Komputer dengatr akses internet;
3. Printer;

Sarana Prasarana
danlatau Fasilitas

2

1. SDM yang men:iliki pengetahuan ter
pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan

Jasa khususnya Kelembagaan Perangkat Daerah

Kabupaten/ Kota:
2. SDM yang memiliki keterampilan dalam mengolah

data dan infonnasi yang telah dilatih untuk
menyampaikan informasi kepada pihak yang

memerlukan.

kait tugasKompetensi
Pelaksana

3

Atasan PPID PembeLntu yaitu Kepala Biro Pengadaan4 Pengawasan



Barang dan Jasa
Sulawesi Utara

Daerah ProvinsiSekretariatInternal

4 (empat) orangJumlah Pelaksana5

6 Jaminan
Peiayanan

Kerahasiaan data Pemohon

Informasi dijamin ke,absahannyaJaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan

7

Barang dan Jasa Sekretariat
Sulawesi Utara setie.p triwulan

Biro Pengadaan
Daerah Provinsi

Evaluasi dilakukarr oleh Kepala8 Evaluasi
Pelaksana

Kinerja

4. Jenis Pelayanan : Penanganan Permasalahan Pengguna SPSE di
LPSE Prov. Sulut

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

No. Komponen
Mengisi formulir yang telah disediakan di LPSE Prov

Sulut

Uraian

Persyaratan
Pelayanan

1

1, Pengguna SPSE datang langsung ke LPSE

Prov. Sulut

2. Petugas LPSE memberi formulir

konsultasi kepada pengguna SPSE

3. Pengguna SF'SE mengisi formulir konsultasi dan

memberikanr kembali ke petugas LPSE sesudah

mengisi forn ulir konsultasi

4. Petugas LPSE memberikan formulir

konsultasi permasalahan kepada Helpdesk

4, Helpdesk rnenerima formulir permsalahan

dari petugas LPSE

2 Sistem,
mekanisme
prosedur

dan



6. Helpdesk ntenerima formulir permsalahan

dari petugers LPSE

7. Helpdesk memanllgil pengguna SPSE dan melakukan

analisis permasal;rhan atas permasalahan yang terjadi

pada pengguna S)SE

Keterangan :

1. Pemohon menl3ajukan permasalahan dengan

datang di LPSE Prov. Sulut;
2. Pemohon melengkapi formulir konsultasi;
3. Petugas menyel:saikan permasalahan;
4. Petugas me mberikan tanggapan atas

permasalahan k epada pemohon.

Media Informasi:
1. Melalui LPSE Prov. Sulut

lpse. sulutprov. 1r o. id
2. Melalui LKPP :

Eproc.lkpp.go.i,:[
Jangka Waktu
Penyelesaian

Waktu yang dibutuhkan untuk penanganan
permasalahan pengguna SPSE di LPSE 10-30 menit

3

Biaya/tarif Pelayanan yang diLlksanakan oleh LPSE Prov. Suiut
tidak dikenakan bieya (gratis)

4

Terfasilitasinya permasalahan yang dihadapi oleh
pengguna SPSE

5 Produk Layanan

- Datang Langsung ke LPSE Prov. Sulut
- Mengunjungi website Aplikasi Support
- Email :helpdesk.silu(Osmail.com
- Whatsapp : 089512729577

Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukan

KOMPONEN MANUFACTURING

No. Komponen Uraian

1 Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2Ol8 tentang
Keterbukaan Infr:,rmasi Publik;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang

6.



PelaYanan
- Undang-U

Pubiik;
ndang l{omor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Dae'rah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tt:ntang Keterbukaan Informasi

Publik;
- peraturan Ment.eri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan lleformasi Birokrasi Republik

Ind.onesia Nomor 15 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman

Standar PelaYanetn;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Refot'masi Birokrasi Nomor 62 Tahun

20|stentangPedomanSistemPengelolaan
Pengaduan Pelayilnan Publik Nasional;

Peraturan Daera.r Provinsi Sulawesi Utara Nomor

7 Tahun 2Ol8 te'ntang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 45

Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, TugtLs dan Fungsi Serta Tata Kerja

Sekretariat Daerrrh Tipe A Provinsi Sulawesi Utara
sebagaimana tr:lah diubah terakhir dengan
Peraturan Gube rnur Sulawesi Utara Nomor 3
Tahun 2020 terrtang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Sulawesi Utara Nomor 45 Tahun 2Ol9
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serl.a Tata Kerja Sekretariat Daerah
Tipe A Provinsi Sulawesi Utara.

2 Sarana Prasarana
dan/atau Fasilitas

Dalam memberikan layanan pengaduan publik,
petugas pengadue,n menyediakan ruang layanan
berupa ruang Desl< Layanan Informasi Publik, yang
dilengkapi fasilitas pengaduan, meja, kursi, formulir

3 Kompetensi
Pelaksana

Petugas pengaduzrn memiliki kompetensi sesuai
Standarisasi Penge:lolaan Pengaduan

4 Pengawasan
Internal

Atasan PPID pembtntu yaitu Kepala Biro Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Utara

5 Jumlah Pelaksana 3 (tiga) orang
6 Jaminan

Pelayanan
Kerahasiaan data premohon

7 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan



keamanan dan
keselamatan
pelayanan

8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi dilakukart oleh KePala
Barang dan Jaszt Sekretariat
Sulawesi Utara setiilp triwulan

Biro Pengadaan
Daerah Provinsi

5. Jenis Pelayanan

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

Perubahan User ID dan Password Panitia Pokja
dan Pejabat Pengadaan

No. Komponen Uraian

1 Persyaratan
Pelayanan

Pengguna layanan datang dan membawa
persyaratan yang clibutuhkan, antara lain : surat
permohonan perube.han password dan user id

1. Pemohon menyiapkan dokumen yang

dibutuhkan

2. Pemohon datang ke LPSE Prov. Sulut dan

menyampaikan berkas permohonan reset
password dan informasi user id ke petugas LPSE

3. Petugas LPSI: menyerahkan surat permohonan

kepada Adrnin Agency untuk dilakukan reset
password darr user id

4. Admin Agercy melakukan reset password

dan membrr:ritahukan password

baru/infornrasi user id ke panitia pokja dan

pejabat perrgadaan

Keterangan:

2 Sistem,
mekanisme
prosedur

dan



dibutuhkan;
Pemohon menyampaikan berkas permoho'A^.
Berkas p.r*oho^i" disampaikan petugas LPSE

ke Admin AgencY;^p"""*"ta 
p"anitla Pokja dan Pejabat Pengadaan

Media Informasi:
1. Melalui LPSE Prov. Sulut:

lpse.sulutprov.go.id

berhasil di reset

1.

2.
o,

4

Pemohon me nyiaPkan

ke LPSE Prov. Sulut

dokumen Yang

2. Da
Waktu yang dibutuhkan
perubahan password dan user

untuk melakukan
id panitia Pokja dan

15 menitabat Pe

3 Jangka Waktu
Penyelesaian

Pelayanan yang diltksanakan oleh LPSE Prov.

tidak dikenakan bi,'Lya (gratis)
Sulut4 Biaya/tarif

Mendapatkan user id dan password yang baru5 Produk Layanan
Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukan

Datang Langsunl3 ke LPSE Prov. Sulut
Email : helpdesk.silu@)smail.com
Whatsapp : 0895 L2729577

No. Komponen Uraian
1 Dasar Hukum

KOMPONEN MANUFACTURING

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Diaerah;
Peraturan Pemr:rintah Nomor 6l Tahun 2OIO
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman
Standar Pelayanern;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun
20l8 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pela1'anan Publik Nasional;
Peraturan Daeran Provinsi Sulawesi Utara Nomor
7 Tahun 2Ol8 te'ntang Perubahan Atas Peraturan

6.



6. Jenis Pelayanan

KOMPONEN SBRVICE DELIVERY

Daerah Provinsi Iiulawesi Utara Nomor 4 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 45

Tahun 20lg tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Sekretariat Daerzrh Tipe A Provinsi Sulawesi Utara

sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Gubetnur Sulawesi Utara Nomor 3
Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan

Gubernur Sulawt:si Utara Nomor 45 Tahun 2Ot9

tentang Kedudul.:an, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi Sertil Tata Kerja Sekretariat Daerah

Tipe A Provinsi Sulawesi Utara.

Perubahan Alamat Perusahaan Penyedia pada
Aplikasi SPSE

Uraian

2 Sarana Prasarana
dan/atau Fasilitas

Dalam memberikztn layanan pengaduan publik,
petugas pengaduan menyediakan ruang layanan
berupa ruang Desk Layanan Informasi Publik, yang
dilengkapi fasilitas'cengaduan, meja, kursi, formulir

3 Kompetensi
Pelaksana

Petugas pengaduan memiliki kompetensi sesuai
Standarisasi Pengelolaan Pengaduan

4 Pengawasan
Internal

Atasan PPID pembeintu yaitu Kepala Biro Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Utara

5 Jumlah Pelaksana
6 Jaminan

Pelayanan
7 Jaminan

keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Keamanan dan kest:lamatan pelayanan

3 (tiga) orang
Kerahasiaan data pr:mohon

8 Evaluasi
Pelaksana

Kinerja Evaluasi dilakukan oleh Kepala Biro Pengadaan
Barang dan Jaszr Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Utara setiap triwulan

No. Komponen
1 Persyaratan

Pelayanan
Pengguna layanem datang dan membawa
persyaratan yang ,libutuhkan, antara iain : surat
permohonan penggantian alamat perusahaan
beserta dokumen pt:nunjang lainnya



Keterangan :

1. Pemohon

Z. Pemohon menyiapkan persyaratan yang

dibutuhkarl

3, Pemohon datang langsung ke LPSE

Prov, Sttlut

4. Pemohon rnenyampaikan permasalahan ke

petugas LPSI:

5. Petugas LPS[: memeriksa kelengkapan berkas

perubahan er amat Perusahaan

6, Apabila berkas lerrgkap petugas menyerahkan tanda terima

berkas kepada pemohon dan meminta pemohon untuk

menunggu konfirrnasi perubahan alamat perusahaan,

kemudian petuga:; menyerahkan berkas permohonan

kepada verifikatot untuk diproses lebih lanjut

6. Verifikator melttkukan perubahan alamat

perusahaan parla aPlikasi SPSE

7. Verifikator mernberitahu kepada petugas LPSE

bahwa permohonan perubahan alamat

perusahaan telah dilaksanakan

B. Petugas LPSE nremberitahu kepada pemohon

bahwa alamat perusahaan telah diganti

1_:Ie kan dokumen

2 Sistem,
mekanisme
prosedur

dan



2
3

4

dibutuhkan;
Pemohon menyampaikan berkas permoho"^:i^-
Berkas p"r*ot.'t'i" di"u'*paikan petugas LPSE

ke Verifikator urttuk ditindaklanjuti;- 
,

Perubahan .i","^i- perusahaan telah berhasil

diganti.

Media Informasi:
1. Melalui LPSE Prov' Sulut

ipse.sulutProv.go.id
3. Da

KOMPONEN MANUFACTURING

ke LPSE Prov. Sulut
melakukantukuntuhkanbudiaktuw angv amS1 d 2 jt rusahaanalama yediapenbahanru l)epe

Jangka Waktu
Penyelesaian

3

Btayaf tarrf4

5 Produk Layanan
tidak dikenakan birtYa (gratis)

- Datang Langsung ke LPSE Prov

Whatsapp :089512729577

perusahan

leh LPSE Prov. SulutPelayanan yang dila.ksanakan o

Terfasilitasinya Frerubahan alamat

Sulut
penyedia

Email : helpdesk. silu(algmail.com
Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukan

6

No. Komponen Uraian

Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OL8 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Pubiill;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

- Peraturan Peme:rintah Nomor 61 Tahun 2OlO
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 '-entang Keterbukaan Informasi
Publik;

- Peraturan Merrteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor i5 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;

- Peraturan Merrteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun
2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelavanan Publik Nasionai;

- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor
7 Tahun 201,8 tr:ntang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun

1.



2 Sarana Prasarana
dan/atau Fasilitas

bentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

Peraturan Gubenrur Sulawesi Utara Nomor 45

Tahun 20lg tt:ntang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugal; dan Fungsi Serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah Tipe A Provinsi Sulawesi Utara

sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 3
Tahun 2O2O tenl.ang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Sulawe si Utara Nomor 45 Tahun 2019

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi Sertet Tata Kerja Sekretariat Daerah
Tipe A Provinsi Sutlawesi Utara.

Dalam memberikar layanan pengaduan publik,
petugas pengaduatr menyediakan ruang layanan
berupa ruang Desk Layanan Informasi Publik, yang
dilengkapi fasilitas 1>engaduan, meja, kursi, formulir

2076 tentang Pem

3 Kompetensi
Pelaksana

Petugas pengadua:e memiliki kompetensi sesuai
Standarisasi Pengelolaan Pengaduan

4 Pengawasan
Internal

5 Jumlah Pelaksana

Atasan PPID pembantu yaitu Kepala Biro Pengadaan
Barang dan Jase, Sekretariat Daerah Provinsi
Sulau,esi Utara
3 (tiga) orang

Jaminan
Pelayanan

7 Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Keamanan dan kesr:lamatan pelayanan

Kerahasiaan data pr:mohon

8 Evaluasi
Peiaksana

Kinerja

7. Jenis Pelayanan

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

Evaluasi dilakukan oleh Kepala Biro Pengadaan
Barang dan Jascr Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Utara setizrp triwulan

Perubahan NPWP Perusahaan dan email pada
Aplikasi SPSE

UraianNo Komponen
1 Persyaratan

Peiayanan
Pengguna layanc,n datang dan membawa
persyaratan yang rlibutuhkan, antara lain : surat
permohonan penggantian NPWP beserta dokumen

6.



lainnyaangpenunJ

2 Sistem,
mekanisme
prosedur

dan

2. Pemohon menj.ampaikan berkas permohonan;
3. Pemohon log i:e pada aplikasi SPSE pada fitur

LPSE Support etgar dieskalasi ke LKPP;
4. Perubahan NP'il/P perusahaan dan email telah

berhasil diganti.

Media Informasi:
1. Melalui LPSE Prov. Sulut :

lpse. sulutprov. 13o. id
2. Da ke LPSE Prov. Sulut

1. Pemohon menyiapkan persyaratan yang

dibutuhkarl

2. Pemohon datang langsung ke LPSE

Prov. S,ulut

3. Pemohon menyampaikan permasalahan ke

petugas LPSE

4. Pemohon log in pada Aplikasi SPSE lalu masuk pada

fitur LPSE Sullport kemudian membuat tiket
pengaduan pr:rmohonan penggantian NPWP dan

email dan mengupload data penyedia serta surat

permohonan penggantian NPWP dan email

5. Pemohon nenyampaikan nomor ticketing
kepada pelugas LPSE

6. Petugas LPSE menyampaikan kepada admin Helpdesk

untuk dieskalasi ke LKPP. Untuk menunggu antrian pihak

LKPP akan mengyirimkan email penyelesaian masalah

3 Jangka Waktu
Penyelesaian

Waktu yang clibutuhkan untuk melakukan
perubahan NPWP clan emaLl x 2 hari sampai dengan



Biaya/tarif4

tasinya emaildanNPWPbahanrfasiliTe perrtProduk Layanan5

6 Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukan

waktu salan dari LKPP

Pelayanan Yang dikrksanakan oleh LPSE Prov. Sulut

tidak dikenakan biaYa (gratis)

Datang LangsunP; ke LPSE Prov. Sulut

Email
Whatsapp

: helpdesk. silut@gmail'com
: C89512729577

KOMPONEN MANUPACTURING
Uraian

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2Ol8 tentang
Keterbukaan Inf<trmasi Publik;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 6l Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2Ol4 tentang pedoman
Standar Pelayane.n;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Refo.:masi Birokrasi Nomor 62 Tahun
2018 tentang Pedoman Sistem pengelolaan
Pengaduan Pelayrlnan publik Nasional;

- Peraturan Daerah provinsi sulawesi Utara Nomor
7 Tahun 2018 tentang perubahan Atas peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah provinsi Sulawesi Utara;

- Peraturan Guber.nur Sulawesi Utara Nomor 45
Tahun 2Ol9 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Daerrh ripe A provinsi Sulawesi Utara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Guber.nur Sulawesi Utara Nomor 3
Tahun 2O2O tenrang perubahan Atas peraturan
Gubernur Sulawe,si Utara Nomor 45 Tahun 2O]-9
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

No. Komponen

1 Dasar Hukum

dan Fungsi SertrL Tata Kerja Sekretariat Daerah



8. Jenis Pelayanan

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

Tipe A Provin si Sttlawesi Utara

Training/ Pendanrpingan Penggunaan Aplikasi
(SIRUP, SPSE, SII{AP, e-Katalog}

Uraian

Publik,fo
kursi,fasili

blik,uan pugadpenberikattmem layananDalam
layananruanguarl menyediakanpengadpetugas

rmasi obIn yaneskD Layananruangberupa
rmulirfouan a,,S mejtad pengadpiilengka

2 Sarana Prasarana
dan/atau Fasilitas

Standarisasi Pengelllaan

sesualmemiliki kompetensiPetugas pengadua:r
Pengaduan

Kompetensr
Pelaksana

3

Barang dan
Sulawesi Utara

Biro Pengadaan
aerah Provinsi

tua1nbzl tu KepalaPPID vtasanA pem
DtekretariaSAS,ETJ

4 Pengawasan
Internal

3 (tiga) orangJumlah Pelaksana5

6 Jaminan
Pelayanan

Keamanan dan kest:lamatan pelayanan

Kerahasiaan data P:mohon

7 Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan

8 Evaluasi
Pelaksana

Kinerja Evaluasi dilakukarr oleh Kepala Biro
Barang dan Jasit Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Utara setiap triwulan

Pengadaan

No. Komponen
1 Persyaratan

Pelayanan

2 Sistem,
mekanisme
prosedur

dan 1. Pemohon menyiapkan persyaratan yang

dibutuhkan

2. Menunggu dis;posisi dari Kepala Biro Pengadaan

Barang dan Jasa Setda Prov. Sulut

3. Kepala Baglian LPSE menunjuk Subbag yang

berkompett:n untuk melaksanakan
pendampin gan aplikasi dimaksud

Pengguna la.,ranan (Penyedia/Perangkat
DaerahlLPSE Kab,/Kota) datang dan membawa surat
permohonan penclampingan penggunaan aplikasi
yang ditujukan k:epada Kepala Biro Pengadaan
Barang dan Jasa St:tda Prov. Sulut



Keterangan :

1. Pemohon (Penyedia/Perangkat DaerahlLPSE
Kab/Kota rrx,lnyiapkan dokumen yang
dibutuhkan;

2. Pemohon menyzrmpaikan berkas permohonan;
3. Menunggu disposisi dari Kepala Biro Pengadaan

Barang dan Jasrt Setda Prov. Sulut;
4. Penyampaian surat balasan kegiatan

pendampingan aplikasi sesuai dengan surat
permohonan.

Media Informasi:
Datan ke LPSE Prov. Sulut

4, Subbag yang Lrerkompeten mengatur waktu

dan tahapan pendampingan aplikasi

dimaksud

5. Penyampaiarr surat balasan persetujuan

kegiatan perrdampingan aplikasi sesuai dengan

surat permolronan

3 Jangka Waktu
Penyelesaian

Waktu yang dibtrtuhkan training/pendampingan
penggunaan LPSE t 1 s/d 2hari

4 Biaya/tarif Pelayanan yang dile"ksanakan oleh LPSE Prov. Sulut
tidak dikenakan bietya (gratis)

5 Produk Layanan

6 Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukan

Pendampingan penlginputan Aplikasi (SPSE, SIRUP,

SIKAP, e-Katalog) l-agi perangkat daerah, penyedia,

Pokla dan Pejabat F'engadaan

Datang Langsung kt: LPSE Prov. Sulut

KOMPONEN MANUFACTURING

No. Komponen Uraian

1 Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OlB tentang
Keterbukaan Infcrrmasi Publik;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang



Pelayanan Publik;
- Undang-Undang l\omor 23 Tahun 2Ot4 tentang

Pemerintahan Dae:rah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2OIO

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 te'ntang Keterbukaan Informasi
Publik;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan FLeformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman

Standar Pelayana.n;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun
20IB tentang Pedoman Sistem Pengelolaan
Pengaduan PelayeLnan Publik Nasional;

- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor
7 Tahun 2018 te.rtang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 45
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugets dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Tipe A Provinsi Sulawesi Utara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 3
Tahun 2O2O ten[ang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Sulawe:si Utara Nomor 45 Tahun 2Ol9
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Tipe A Provinsi Sulawesi Utara.

Atasan PPID pembantu yaitu Kepala Biro Pengadaan
Barang dan Jase. Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Utara
3 (tiga) orang
Kerahasiaan data pt:mohon

2 Sarana Prasarana
dan/atau Fasilitas

Dalam memberikan layanan pengaduan publik,
petugas pengaduan menyediakan ruang layanan
berupa ruang Desk Layanan Informasi Publik, yang
dilengkapi fasilitas llengaduan, meja, kursi, formulir

-J Kompetensi
Pelaksana

Petugas pengadua:e memiliki kompetensi sesuai
Standarisasi Pengelrtlaan Pengaduan

4 Pengawasan
Internal

5 Jumlah Pelaksana
6 Jaminan

Pelayanan



9. Jenis Pelayanan : Pemilihan Penyedia

Menyampaikan Doku men Tertulis

Pemohon Datang Langsung

Menetapn":an Pokja Pemilihan

Keamanan dan kes i.lamatan PelaYanan

Proses Pernilihan Penyedia oleh
Pokja Pemilihan

Keterangan :

1. Pemohon menyarnpaikan surat resmi yang berisi
permohonan perlilihan penyedia dengan datang
langsung;

2.Kepala UKPBJ Me,netapkan Pokja Pemilihan
Penyedia

3. Proses Pemilihan Penyedia dilakukan oleh Pokja
Pemilihan sesuai Cengan ketentuan yang berlaku

7 Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Barang dan Jaset Sekretariat
Sulawesi Utara setiilP triwulan

Biro Pengadaan
Daerah Provinsi

Evaluasi dilakukan o leh KepalaEvaluasi Kinerja
Pelaksana

8

Menyampail<an surat Permohonan
Pemilihan dari SKPD

URAIANNO KOMPONEN
1

anan
Persyaratan

Sistem Mekanisme
dan Prosedur

Media Informasi :

2.



combj usulEmailu1 UkpelalMi

Jangka Waktu
Penyelesaian

3
hari kerjalebih 60lesaian kurangJangka Waktu PenYt:

Tidak dikenakan BtaYaBiaya I Tartf4

han

Info

kai

SSCProdetankaiber nganukandi,S1rma pervang
tahPemerinJasadanlJaranobPenyediamilihanPe
SSCtan prober denganukan1diaD ta peryan C'

b

Produk LaYanan5

u.ng ke Biro PBJ
( aJa pada bagian Pembinaan dan

Datang langs
Kotak Saran
Advokasi)

comsulutEmail

Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan

6

NO KOMPONEN
1 Dasar Hukum

KOMPONEN MANUPACTURING

URAIAN
- Undang-unclang nomor 14 Tahun 2018

tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang - ur.dang nomor 25 Tahun 2OO9

tentang Pelayanan Publik
- Tahun Nomc,r 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahiln Daerah
- Peraturan Pr:merintah Tahun 2OlO tentang

Pelaksanaan undang-undang nomor 14 Tahun
2008 tentanlg Keterbukaan Informasi Publik

- Peraturan Nlenteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan l?eformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nr>mor 14 Tahun 2074 tentang
Pedoman Stimdar Pelayanan;

- Peraturan Nlenteri dalam Negeri nomor 99
Tahun 2018 tentang Pembinaan dan
Pengendaliatr Penataan Perangkat Daerah;

- Peraturan D aerah Provinsu Sulawesi Utara
Nomor 7 TaLLun 20lB tentang Perubahan Atas
Peraturan D aerah Provinsi Sulawesi Utara
Nomor 4 Talrun 2016 tentang pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah provinsi
Sulawesi Utetra;

- Peraturan G'_rbernur Sulawesi Utara Nomor 45
Tahun 2079 tantang Kedudukan, Susunan,
Organisasi 1'ugas dan fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat <i aerah Tipe A provinsi Sulawesi
Utara Nomor 3 Tahun 2O2O tentang perubahan
atas Peraturitn Gubernur Sulawesi Utara
Nomor 45 Tahun 2Ol9 tentang Kedudukan,
Susunan O sasi Tu dan si serta



tata Ker.1a Sel<retariat A Provinsi Sulawesi

Utara.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengetdaan Barang dan Jasa
Pemerintah tr,:serta perubahannya Peraturan
Presiden Non:or 12 Tahun 2O2l tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16

Tahun 2Ol8 tentang Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
Peraturan l,embaga Kebijakan Pengadaan

BaranglJasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2Ot8

Tentang PeComan Pedoman Perencanaan

Pengadaan B arang/ Jasa Pemerintah
Peraturan [,embaga Kebijakan Pengadaan

BaranglJaset Pemerintah Nomor 9 Tahun 2Ol8
Tentang Pe<loman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/ Jaset Melalui PenYedia

Ruang Tamu dileng;kaPi dengan fasilitas AC, Kursi
dan Meja

Kepala Biro Pengactaan Barang dan Jasa Pemerintah

3 - 7 Orang Pejabat Fungsional PBJ dan Fungsional
Umum
Informasi diberikarl secara cepat tepat dan dapat
di rtan awerbkan
Informasi drjamin lieabsahannya

Evaluasi dilakukar:L oleh Kepala Biro Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Utara

lO.Jenis Pelayanan : Layanan Clearing House

Uraian

Pelayanan Data r:[an Informasi Publik dilakukan
melalui penyarnpaian surat permohonan
pendampingan leryanan clearing house secara
tertulis.

Tipe

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

2 Sarana Prasarana
dan latau Fasilitas

1. SDM yang memiliki pengetahuan terkait Tugas,
Pokok dan Fungsi Biro Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah..

2. SDM yang memiliki kemampuan terkait proses
dia

3 Kompetensi
Pelaksana

4 Pengawasan
Internal

5 Jumlah Pelaksana

6 Jaminan Pelayanan

7 Jaminan Keamanan
dan Keselamatan

8 Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

No. Komponen

1 Persyaratan
Pelayanan



2 Sistem,
mekanisme
prosedur

dan
1. Secara Langsungl

Keterangan :

5. Pemohon men,/ampaikan surat permohonan
pendampingan c,learing house secara tertulis ;

6. Petugas menlproses surat permohonan
pendampingan layanan clearing house untuk
ditindak lanjuti oleh tim layanan clearing house;

7. Pemohon/Perangkat Daerah yang bersangkutan
diundang untuk mengikuti rapat dengan tim
layanan clearinp; house

2. Pemohon Catang langsung diBiro PBJ;

perrrrohonan pendampingan

dari perangkat daerah yang

bersrngkutan mengenai
perrtrasalahan yang terjadi

4. Penr:hon menyam paikan surat

4, Petu(las memproses
perrriohonan pendampingan

Proses

4. Permohonan perr(lampingan diproses dan dilaporkan untuk
dibahas di Tim larranan clearing house

5. Pemohon/Perangl<at Daerah yang bersangkutan diundang

mengikuti rapat iryanan clearing house

B. Rapat Pembahas,rn dengan Tim Layanan Clearing House



8. Rapat pembahasan perangkat daerah yang
bersangkutan <lengan tim layanan clearing
house.

Media Informasi Publik :

- Melalui surat res,mi secara tertulis
- Melalui Er::rail Biro

ukpbj . sulutprov!)gmail. com
PBJ

.) Jangka Waktu
Penyelesaian

Melalui surat resnti pemohon menerima jawaban
dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja

4 Biaya/tarif Untuk mendapatka:e layanan ini tidak dikenakan
biaya
Informasi yang <liperlukan berkaitan dengan
permasalahan 1a1'anan clearing house yang

disampaikan oleh pcmohon/ perangkat daerah

- Datang Langsung
- Kotak Saran
- Surat resmi secara tertulis
- Email : ukpbj.sultrtprov@gmail.com

Produk Layanan

6 Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukan

KOMPONEN MANUFACTURING

No. Komponen Uraian

1 Dasar Hukum Peraturan Presidt:n Nomor 12 Tahun 2O2L tentang

Pengadaan Baranl3 dan Jasa;

Peraturan LKPP lrJo. 10 Tahun 2O2ltentang unit
pengadaan baranl4 dan jasa;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Dat:rah;
Keputusan Delluti Bidang Hukum dan

Penyelesaian Sanggah LKPP Nomor 10 Tahun

2O2l tentang Pedrlman Clearing House

Peraturan Pemerintah Nomor 6l Tahun 2OlO

tentang Pelaksartaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tt:ntang Keterbukaan Informasi

Publik;
Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 45

5.

I



Tahun 2019 ti:ntang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugasi dan Fungsi Serta Tata Kerja

Sekretariat Daeralt Tipe A Provinsi sulawesi Utara

sebagaimana tetah diubah terakhir dengan

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 3
Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Sulawesi Utara Nomor 45 Tahun 2OL9

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tlrgas

dan Fungsi Serte. Tata Kerja Sekretariat Daerah

Tipe A Provinsi Sulawesi Utara.
- Keputusan Gube::nur Sulawesi Utara Nomor 30

Tahun 2O2l tentang Pembentukan Tim Layanan
Clearing Hous: Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

1. Ruang Tamu dilengapi dengan fasilitas lainnya
2. Ruang Rapat dilengapi dengan fasilitas lainnya
3. Komputer dan ak.ses internet
4. Printer
1. SDM yang men: iliki pengetahuan terkait tugas

pokok dan fungsi Biro PBJ khususnya tentang
Pengadaan Barartg dan Jasa

2. SDM yang memitiki ketrampilan dalam mengolah
data dan inforn:.asi PBJ dan memiliki sertifikat
Keahlian PBJ.

Atasan PPID Pembzlntu yaitu Kepala Biro Pengadaan

Barang dan Jasi;. Sekretariat Daerah Provinsi
Suiaw'esi Utara dan Tim Layanan Clearing House

Sesuai kebutuhan
Informasi dan Data diberikan dengan cepat, tepat
dan akurat serta detpat dipertanggungjawabkan

Informasi dijamin k :absahannya.

Evaluasi dilakukan oleh Kepala Biro Pengadaan
Barang dan Jaset Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Utara besr:rta Tim Layanan Clearing House.

1 1. Jenis Peiayanan : Layanan Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

Uraian

2 Sarana Prasarana
dan/atau Fasilitas

3 Kompetensi
Pelaksana

4 Pengawasan
Internal

5 Jumlah Pelaksana
Jaminan
Pelayanan

7 Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan

8 Evaluasi Kinerja
Peiaksana

No. Komponen

1 Persyaratan Pelayanan Data clan Informasi Publik dilakukan

6.



Petugas (lrn Tim melakukan kunjungan langsung ke

perangkat daerah yang terkait untuk melakukan
pendampi rgan pengadaan barang/jasa

6

9. Melakukan Pendampingan pengadaan barang/jasa secara

langsung oleh l- m diperangkat daerah terkait

pendampingan pen[ladaan barang dan jasa secara
surat

tertulis

permohonanmelalui PenyamllalanPelayanan

Sistem,
mekanisme
prosedur

dan

3. Pemohon datang langsung diBiro PBJ;

5. Penrohon menyamPaikan surat
perrnohonan pendamPingan

dan perangkat daerah Yang

ber;angkutan mengenai

pergadaan barang/jasa

5. Petugas memproses

pennohonan pendampingan

Proses

5. Pemohon menyiilpkan data-data untuk pendampingan

pengadaan barar g/jasa

2. Secara Langsunll

Keterangan :

1. Pemohon men\/ampaikan surat permohonan
pendampingan pengadaan barang/jasa secara
tertulis ;

2. Petugas mernproses surat permohonan
pendampingan pengadaan barang/jasa untuk
ditindak lanjuti oleh tim pendampingan PBJ;

3. Pemohon/Perarrgkat Daerah yang bersangkutan
menyiapkan data-data yang dibutuhkan terkait

2.



4

pengadaan baratrg/jasa;
Kunjungan lan5lsung oleh Tim pendampingan

PB.J ke peranS5kat daerah yang terkait dan

langsung melaktrkan pendampingan.

Media Informasi Puttlik :

- Melalui surat rel;mi secara tertulis
- Melalui Ernail Biro

ukpbj . sulutprov(@gmail. com

Datang Langsunp,
Surat resmi secal'a tertulis
Email : ukpbj.sulutprov@gmail.com

PBJ

KOMPONEN MANUFACTURING

Jangka Waktu
Penyelesaian

Melalui surat resnti pemohon menerima jawaban
dengan jangka waktu 7 (tu.;uh) hari kerja

4 Biayaltarif Untuk mendapatkan layanan ini tidak dikenakan
biaya.
Informasi yang diperlukan berkaitan dengan
permasalahan layanan pendampingan pengadaan
barang/jasa )'ang disampaikan oleh
pemohon / perangka t daerah.

5 Produk Layanan

6 Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukan

No" Komponen Uraian

Peraturan Presidr'n Nomor 12 Tahun 2O2l tentang
Pengadaan Barang dan Jasa;
Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2O2Ttentang unit
pengadaan barang dan jasa;
Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 45
Tahun 2019 lentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Daere.h Tipe A Provinsi Sulawesi Utara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Gube::nur Sulawesi Utara Nomor 3
Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Sulawt:si Utara Nomor 45 Tahun 2OL9

tentang Kedudullan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serl.,a Tata Kerja Sekretariat Daerah
Tipe A Provinsi Sulawesi Utara.

1. Ruang Tamu dile:ngapi dengan fasilitas lainnya

1 Dasar Hukum

Sarana Prasarana

.).

2.



Ruang Rapat dilengaPi dengan fasilitas lainnya
Komputer dan akses internet
Printer

3. SDM yang memiliki Pengetahuan terkait tugas

2
3
4

4

Keahlian PBJ

12.Jenis Pelayanan : Layanan Konsultasi Pengadaan

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

Uraian

pokok dan fungr;i Biro PBJ khususnya tentang
Pengadaan Baral:g dan Jasa
SDM yang memiliki ketrampilan dalam mengolah
data dan inforrnasi PBJ dan memiliki sertifikat

Pelayanan Data clan Informasi Publik dilakukan
melalui penyampajLrln surat permohonan konsultasi
pengadaan barang rlan jasa secara tertulis.
Secara Langsung

dan/atau Fasilitas

Kompetensi
Pelaksana

4 Pengawasan
Internal

Atasan PPID Pembantu yaitu Kepala Biro Pengadaan

Barang dan Jastt Sekretariat Daerah Provinsi

Sulawesi Utara dan Tim Pendampingan PBJ

Sesuai kebutuhan
Informasi dan Datet diberikan dengan cepat, tepat
dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan

Informasi dijamin kr:absahannya

5 Jumlah Pelaksana
6 Jaminan

Pelayanan

Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan
Evaluasi
Pelaksana

Kinerja Evaluasi dilakukan oleh Kepala Biro Pengadaan

Barang dan Jasei Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Utara best:rta Tim Pendampingan PBJ.

No. Komponen

Persyaratan
Pelayanan

4. Pemohorr datang langsung diBiro PBJ;

2 Sistem,
mekanisme
prosedur

dan

6. Penohon menyampajkan surat

pe -mohonan konsultasi dari
pe'angkat daerah yang

bt: -sangkutan mengenai
pt: rgadaan barang/jasa

o.

7.

B.

1.



3 Jangka Waktu
Penyelesaian

4 Biaya/tarif

5 Produk Layanan

10. Tim dari Biro BFJ melaksanakan konsultasi pengadaan

barang/jasa derrgan Perangkat daerah terkait

B. Pemohon datanrl langsung ke Biro PBJ untuk melakukan

konsultasi terkait PBJ

6. Petu3as memproses

perrrtohonan konsultasi

per<ladaan barang/jasa

PToSCS

6. Pemohon menyitr lkan data-data untuk konsultasi

pengadaan barattg/jasa

Keterangan :

1. Pemohon menFampaikan surat permohonan
konsultasi pengadaan barang/jasa secara tertulis;

2. Petugas mernproses surat permohonan
konsultasi pongadaan barang/jasa untuk
ditindak lanjuti oleh tim dari Biro pBJ;

3. Pemohon/Perangkat Daerah yang bersangkutan
menyiapkan data-data yang dibutuhkan terkait
pengadaan baretng/jasa;

4. Konsultasi peng;adaan barang/jasa dilaksanakan
bersama Tim dari Biro pBJ dan perangkat
daerah terkait.

Mediar Informasi Pu:lik :

- Melalui surat rt:smi secara tertulis :

- Melalui E mail Biro
ukpbj . sulutprov@gmail. com

PBJ

Melalui
dengan

jawaban

Untuk mendapatkiln iayanan ini tidak dikenakan
biaya.

surat resr:ri pemohon menerima
jangka wakru 7 (tujuh) hari kerja

Informasi yang diperlukan berkaitan dengan



permi.rsalahan lay anan kionsultasi pengadaan

barang/jasa yitng disampaikan oleh

pemohon / perangkat daerah.

KOMPONEN MANUFACTURING

Datang Langsung
Surat resmi secara tertulis
Email : ukpbj.sulutprov@gmail.com

6 Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukan

No. Komponen Uraian

1 Dasar Hukum - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2l tentang
Pengadaan BaranLlg dan Jasa;

- Pcraturan LKPP l\o. 10 Tahun 2O2ltentang unit
pengadaan baranl3 dan jasa;

- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 45
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Daerzrh Tipe A Provinsi Sulawesi Utara
sebagaimana te:lah diubah terakhir dengan
Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 3
Tahun 2O2O ten:ang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Sulawesi Utara Nomor 45 Tahun 2Ol9
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serttr Tata Kerja Sekretariat Daerah
Tipe A Provinsi Sr"tlawesi Utara.

2 Sarana Prasarana
dan/atau Fasilitas

Ruang Tamu dilengapi dengan fasilitas lainnya
Ruang Rapat dile ngapi dengan fasilitas lainnya
Komputer dan al:ses internet
Printer

I
2
3
4

3 Kompetensi
Pelaksana

5. SDM yang menriliki pengetahuan terkait tugas
pokok dan fungsi Biro PBJ khususnya tentang
Pengadaan Barang dan Jasa

6. SDM yang memiliki ketrampilan dalam mengolah
data dan inforrnasi PBJ dan memiliki sertifikat
Keahlian PBJ.

4 Pengawasan
Internal

Atasan PPID Pembantu yaitu Kepala Biro Pengadaan
Barang dan JasrL Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Utara dan Tim konsultasi dari Biro PBJ

5 Jumiah Pelaksana Sesuai kebutuhan
Informasi dan Da1.,l diberikan dengan cepat, tepat
dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan

6 Jaminan
Pelayanan

7 Jaminan Informasi dij amin keabsahannya.



keamanan dan
keselamatan
pelayanan

8 Evaluasi
Pelaksana

Kinerja Evaluasi dilakukar: oleh Kepala Biro Pengadaan

Barang dan Jaset Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Utara beserta Tim Konsultasi Biro PBJ.

Layanan Pengajuan Peserta Pelatihan Teknis dan13.Jenis Pelayanan
Kompetensi PBJ

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

Uraian

i. Diutamakan bagi personil Biro PBJ yang belum
memiliki sertifil<at PBJ (dengan melakukan
upload Surat tugas mengikuti pelatihan teknis
dan kompetensi I']BJ);

2. Melakukan penclaftaran melalui portal lkpp.go.id
bagi peserta yang; mengikuti pelatihan kompetensi
PBJ;

3. Pendaftaran tidal< dapat diwakilkan;
4. Peserta hadir sesuai dengan peserta yang

mendaftar;
5. Peserta mengi,<uti pelatihan teknis dan

kompetensi PB.J sesuai dengan agenda yang
disampaikan;

Prosedur Pelayanan pengajuan peserta pelatihan
teknis dan kompeterrsi PBJ, antara lain
1. Apabila peserta trelum memiliki akun maka dapat

membuat akun terlebih dahulu pada portal
lkpp.go.id dengan menggunakan e-mail
pribadi/ personal, yang masih aktif;

2. Peserta mengisi profil dan melakukan upload
Surat Tugas nrengikuti pelatihan teknis dan
kompetensi PBJ;

3. Setelah pendafta::an akun disetujui, Peserta dapat
melakukan logir-r pada portal lkpp.go.id dan
melakukan penrlaftaran peserta pada Agenda
pelatihan teknis rlan kompetensi PBJ;

4. Peserta akan mr:ndapatkan konfirmasi terdaftar
sebagai peserta r.eelalui e-mail yang terdaftar pada
portal lkpp.go.id;

5. Peserta mengik:uti kegiatan pelatihan dan
kompetensi PBJ sesuai dengan peraturan dan
tata tertib.

No. Komponen

1 Persyaratan
Pelayanan

2 Sistem,
mekanisme
prosedur

dan



Media Informasi PuLrlik :

- Melalui potal lkp,p.go.id
- Melalui Email p€:serta

Informasi perse:tujuan atau klarifikasi
penyelenggaraan Pr:latihan melalui portal PPSDM
(https://ppsdm.lkpp.go.id) paling lambat 3 (tiga) hari
kalender sebelum laksanaan tihan
Untuk mendapatkern layanan ini tidak dikenakan
biaya.
Fasilitas Penyelengllaraan Pelatihan dalam bentuk
soft file berupa :

1. Kurikulum dan Nlateri Pelatihan;
2. Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan;
3. Daftar Rekomendasi Fasilitator PBJ/Fasilitator

PBJ;
4. Formulir Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan;
5. Sertifikat PelatiLLan danlatau nomor registrasi

sertifikat Pelatitran/sertifikat kelulusan sesuai

KOMPONEN MANUFACTURI NG

d tihan
Pengaduan/ keberatan/ saran/ masukan dapat
disampaikan melalui :

1. Layanan call cent<zr lkpp;
2. Surat yang ditujukan kepada: Deputi Bidang

Monitoring-Evaluilsi dan Pengembangan Sistem
Informasi LKPP;

3. Pengaduan disampaikan melalui e-mail:
pu sdiklat. pbj(a)lkp,p. go. id

Uraian

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik;
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2l tentang
Pengadaan Barang dan Jasa;
Peraturan LKPP .\o. 10 Tahun 2O2ltentang unit
pengadaan baranll dan jasa;
Keputusan Deputi Bidang PPSDM LKPP Nomor 73
tahun 2019 tr:ntang Tata Cara Pembinaan
dalamPenyelenggrLraan Pelatihan dan Sertilikasi
Pengadaan Baran g/ Jasa Pemerintah;
Peraturan Gubernur Suiawesi Utara Nomor 45
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan

Jangka Waktu
Penyeiesaian

J

4 Biayaltartf

5 Produk Layanan

6 Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukan

No. Komponen
1 Dasar Hukum



Organisasi, Tugal; dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Tipe A Provinsi Sulawesi Utara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 3
Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Sulawe:si Utara Nomor 45 Tahun 2Ol9
tentang Kedudukiln, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Sertzr Tata Kerja Sekretariat Daerah
Tipe A Provinsi Strlawesi Utara.

Sesuai kebutuhan
1. Kode Etik dan I)akta Integritas pegawai sesuai

kontrak;
2. Kode Etik Pelayanc,n Publik.

1. Inlormasi dijamir: keabsahannya;
2. Pengelolaan info.-masi sesuai dengan Peraturan

Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2Ol3 tentang
Pengelolaan Inlbrmasi Publik di Lembaga
Kebi akan Pen aan B Jasa Pemerintah

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan
teknis dan kompt:tensi PBJ;

2. Penilaian prestasi kerja pegawai;
3. Pengisian feedba:k dari peserta pada setiap akhir

ke

14.Jenis Pelayanan : Layanan Advokasi PBJ

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

Uraian

1. Menyampaikan Frermasalahan melalui surat yang
telah ditandatanplani;

2. Bagi Badan Hukum / Instansi surat harus

2 Sarana Prasarana
dan/atau Fasilitas

1. Ruang peiatihan dilengkapi dengan fasilitas
lainnya

2. Komputer dan akses internet
3. Printer

Kompetensi
Pelaksana

1. SDM yang rnemiliki integritas, mampu
bcrkoordinasi dan berkomunikasi dengan efektif;

2. SDM yang memiliki pengetahuan tentang
Peraturan Perr-Lndang-undangan di bidang
Pengadaan Bar"ang/Jasa Pemerintah secara
elektronik

3. Mam m sikan kom ter dan internet.
Pengawasan
Internal

Atasan langsung derri Biro Pengadaan Barang dan
Jasa Sekretariat Dar:rah Provinsi Sulawesi Utara

3

4

5 Jumlah Pelaksana
Jaminan
Pelayanan

7 Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan

B Evaluasi Kinerja
Pelaksana

giat

No. Komponen

1 Persyaratan
Pelayanan

me Ko surat dan

6.



2 Sistem,
mekanisme
prosedur

dan

3 Jangka Waktu
Penyelesaian

4 Biayaltarif

5 Produk Lavanan

6 Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukan

distempel/ditanclatangani secara
Pendaftaran tidal: dapat diwakilkan;

elektronik

KOMPONEN MANUFACTURING

Prosedur Pelayanan Advokasi dan Permasalahan
Kontrak Melalui Surat, antara lain:
1. Penerima layanem menyampaikan surat resmi

kepada Kepala L,KPP lDeputi Bidang Hukum dan
Penyelesaian Sanggah/Direktur Advokasi
Pemerintah Pusat/Direktur Advokasi Pemerintah
DaerahlDirektur Penanganan Permasalahan
Hukum;

2. Layanan permasalahan dapat disampaikan
langsung kepadii Biro Pengadaan Barang dan
Jasa;

3. Surat jawaban disampaikan kepada penerima
layanan.

Media Informasi l)ublik :

Melalui email lk cp.go.id
Melalui Ernail Biro
ukpbj . sulutprorr@gmail. com

PBJ

Maksimal 15 (lima belas) hari kerja setelah surat
diterima Direktur/ Kepala Biro

Untuk mendapatkan layanan ini tidak dikenakan
biaya.
Surat jawaban yang berisi
saran/pendapat/relromendasi dan/atau tindakan
koreksi.
Pengaduan, Saran, dan Masukan akan
ditindaklanjuti dalerm waktu 5 hari kerja setelah
pengaduan diterima yang dapat disampaikan melalui:
1. Layanan call center lkpp;
2. Surat yang c.itujukan kepada: Direktorat

Advokasi/Penanganan Permasalahan Hukum
LKPP, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa;

3. Pengaduan di,sampaikan melalui e-mail:
lkpp,go.id, r:mail Biro PBJ :

ukpbj. sulutprov(a,gmail. com

Uraian
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang

Pelayanan Publik;
- Peraturan Preside n Nomor 12 Tahun 2O2L tentang

No" Komponen

1 Dasar Hukum



2 Sarana Prasarana
danlatau Fasilitas

3 Kompetensi
Pelaksana

4 Pengawasan
Internal

Jumlah Pelaksana
6 Jaminan

Pelayanan

7 Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan

B KinerjaEvaluasi
Pelaksana

Pengadaan Baranl3 dan Jasa;
Peraturan LKPP lrlo. 10 Tahun 2O2ltentang unit
pengadaan barang; dan jasa;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

BaranglJasa Penterintah Nomor 1i Tahun 2Ol9
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Kebijakan Pengaclaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 45
Tahun 201,9 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Sefta Tata Kerja
Sekretariat Daereth Tipe A Provinsi Sulawesi Utara
sebagaimana te:lah diubah terakhir dengan
Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 3
Tahun 2O2O ten':ang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Sulawe'si Utara Nomor 45 Tahun 2Ol9
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\.rgas

dan Fungsi Serttr Tata Kerja Sekretariat Daerah
Tipe A Provinsi Sr.rlawesi Utara.

1. Ruang Tamu dilengkapi dengan fasilitas lainnya
2. Komputer dan a.[..ses internet
3. Printer
1. Memiliki integritas;
2. Mampu berkomr:nikasi efektif;
3. Memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa

pemerintah;
4. Memiliki kompe:tensi dalam bidang pengadaan

barang I jasa penr erintah;
5. Terampil mengoperasikan komputer dengan

: MS Oflice.
1. Atasan langsung dari Biro Pengadaan Barang dan

Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara ;

2. APIP/lnspektorar-.

Sesuai kebutuhan
3. Kode Etik dan Pakta Integritas pegawai sesuai

kontrak;
Kode Etik Pelayan.irrr Publik

Pengelolaan inforrnasi sesuai dengan Peraturan
Kepala LKPP Nc,.rror 5 Tahun 2Ol3 tentang
Pengelolaan Inforrnasi Publik di Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang,/ Jasa Pemerintah

1. Audit internal;
2. Penilaian presta:;i kerja pegawai.

5"



No. Komponen

1 Persyaratan
Pelayanan

2 Sistem,
mekanisme
prosedur

dan

Jangka Waktu
Penyelesaian

4 Biayaltarif

5 Produk Layanan

6 Penanganan

l5.Jenis Pelayanan : Layanan Pengaduan Masyarakat Terkait PBJ

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

Uraian

Persyaratan pelayzrnan pengaduan masyarakat
terkait

PBJ yang harus dipr:nuhi oleh penerima adalah:
1. Memiliki alamat e-mail;
2. Memiliki tande. pengenal (KTP/SIM/Kartu

Pegawai/Paspor)
3. Memiliki nomor tr:lepon;
4. Mengisi Formulir

Prosedur Pelayanar-r pengaduan masyarakat terkait
PBJ, antara lain:
1. Masyarakat/Tanru mendatangi kantor Biro PBJ

untuk menyafilpaikan konsultasi/pertanyaan
terkait Pengarlaan Barang/Jasa dengan
sebelumnya mengisi kertas formulir konsultasi;

2. Sekretariat pelayanan menerima formulir
permohonan konsultasi dan menyampaikannya
ke pegawai y€rng diberi kewenangan sesuai
dengan jenis pele.yanan;

3. Pegawai yang diberi kewenangan menerima dan
menelaah fornrulir permohonan konsultasi
kemudian mener.rui pihak terkait;

4. Melakukan konsultasi (pemberian saran,
pendapat dan rekomendasi) terhadap
permasalahan ya ng disampaikan;

5. Stakeholder mt:nerima masukan, saran, dan
Rckomendasi

Media Informasi Publik :

Melalui email lkpp.go.id
Melalui E.rrail Biro
ukp bj . sulutpror, @gmail. com

PBJ

Maksimal 1 Jam

Untuk mendapatki:n layanan ini tidak dikenakan
biaya.
Jawaban Konsultasi berupa
Saran/Pendapat/Re'komendasi dan atau Tidakan
Koreksi secara lisan,
Pengaduan, Saran, dan Masukan akan

3.



Pengaduan, saran
dan masukan

ditindaklanjuti dalarn waktu 5 hari kerja setelah
pengaduan diterima l/ang dapat disampaikan melalui:
1. Layanan call ceruter lkpp;
2. Surat yang ditujukan kepada: Direktorat

Advokasi/Penangeman Permasalahan Hukum
LKPP, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa;

3. Pengaduan dis,ampaikan melalui e-mail:
lkpp.go.id,
email Biro PBJ : r,rkpbj.sulutprov@gmail.com

KO MPO NEN MANUFACTURING

No. Komponen Uraian

1 Dasar Hukum

2 Sarana Prasarana
dan/atau Fasilitas

- Undang-Undang ltlomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik;

- Peraturan Preside.e Nomor 12 Tahun 2O2l tentang
Pengadaan Baranll dan Jasa;

- Peraturan LKPP I'lo. 10 Tahun 2O2Ltentang unit
pengadaan baranE; dan jasa;

- Peraturan Lembaga Kebr.lakan Pengadaan
BaranglJasa Pen..erintah Nomor 1 1 Tahun 2Ol9
tentang Organisursi dan Tata Kerja Lembaga
Kebijakan Pengadrlan Barang/ Jasa Pemerintah;

- Peraturan Gubenrur Sulawesi Utara Nomor 45
Tahun 2019 tr:ntang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugar; dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Daera.r Tipe A Provinsi Sulawesi Utara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 3
Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Sulawesi Utara Nomor 45 Tahun 2Ol9
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serte. Tata Kerja Sekretariat Daerah
Tipe A Provinsi Sr:lawesi Utara.

1. Ruang Tamu dile:egkapi dengan fasilitas lainnya
2. Komputer dan akses internet
3. Printer
1. Memiliki integrita.s;
2. Mampu berkomunikasi efektif;
3. Memiliki sertil..kat pengadaan barang/jasa

pemerintah;
4. Memiliki kompe'-ensi dalam bidang pengadaan

barang/jasa pemerintah;
5. Terampil menglperasikan komputer dengan

MS Office

.) Kompetensi
Pelaksana



pemerintah;
4. Memiliki kompe':ensi dalam bidang pengadaan

barang/j asa pemerintah ;

5. Terampil mengoperasikan komputer dengan
MS Office.

4 Pengawasan
Internal

Atasan langsung dari Biro Pengadaan Barang dan
Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara ;

APIP/Inspektoral.

1.

Sesuai kebutuhan5. Jumlah Pelaksana
1. Kode Etik dan Pakta Integritas pegawai sesuai

kontrak;
2. Kode Etik Pelayanan Publik;
3. Maklumat pelayanan.

6 Jaminan
Pelayanan

7 Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Pengelolaan infornrasi sesuai dengan Peraturan
Kepala LKPP Nornor 5 Tahun 2Ol3 tentang
Pengelolaan Informasi Publik di Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

8 Evaluasi
Pelaksana

Kinerja 1. Audit internal;
2. Penilaian prestas,i kerja pegawai;
3. Indeks kepuasant masyarakat.

KEPALA BIRO BARANG

Gr

IilIANDA L.C. MUSU, SE, ME
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LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPAI-A BIRO PENGADAT\}I BAIRT{$G DAN JASA

SEKRETARIAT DAERA}I PROVINSI SUIAWESI UTARA

NoMoR ,$?llo.Vas l::lg
TANGGAL : % .tut-tzozz
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PEI.AYANAN DA}I

MAKLUMAT PI'L"AYANAN DI LINGKUNGAN BIRO

PENGADAAN T}ARANG DAN JASA SEKRETARTAT

DAERAH PROVINSI SUI.AWESI UTARA

MAI(LUMAT PELAYANN{

"KAMI SIAP MEMBERIKAN LAYANAN SI}SUAI STANDAR PEI,AYANAN

DENGAN M EMATUHI PERATURAN PEFIUNDANG-UNDANGAN YANG

BERLAKU SERTA MENJUNJUNG TINGGI ETIKA LAYANAN YANG BEBAS
KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME".

Manado,2Stuti 2022

KEPALA. GADAAN
N JASA

wANDlt L,C, MUSU, SE, ME


